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INTISARI 

Dalam mencapai efektivitas peran APIP, maka dibutuhkan kapabilitas yang memadai 

bagi APIP itu sendiri. Berdasarkan laporan hasil pengawasan semester 1 Tahun 2015 BPKP 

menyatakan bahwa masih ada APIP di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang kapabilitas-

nya berada pada level 2 dengan catatan perbaikan dan Inspektorat Kabupaten Sleman terma-

suk salah satu didalamnya. Hal tersebut dapat diartikan bahwa proses audit telah dilaksana-

kan, tetapi belum selaras dengan standar audit. Salah satu penilaian yang dapat dilakukan un-

tuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan audit internal dengan standar audit ialah dengan 

menggunakan pedoman telaah sejawat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kese-

suaian pelaksanaan audit internal dengan standar audit yang berlaku. Penelitian ini menggu-

nakan metode kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan terhadap Standar Audit Intern Pe-

merintah Indonesia oleh Inspektorat Kabupaten Sleman ialah cukup baik, yaitu 64,145%. 

Ketidaksesuaian terjadi karena jadwal penugasan yang padat, kemampuan objek pemeriksaan 

berbeda, kurangnya personil dan kemampuan auditor masih kurang, fasilitas yang belum me-

madai, dan kurangnya pengawasan APIP terhadap pelaksanaan audit. Upaya perbaikan yang 

telah dilakukan, antara lain, melakukan perbaikan perencanaan audit, melakukan pembinaan 

pada objek pemeriksaan, meningkatkan kompetensi auditor, dan mengupayakan penambahan 

jumlah auditor. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para 

pembuat kebijakan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sehingga terwujud 

peran APIP yang efektif. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Tuntutan akuntabilitas dan transparansi pe-

ngelolaan keuangan negara demi terwujud-

nya tata kelola yang baik di Indonesia se-

makin meningkat. Tata kelola yang baik di-

yakini sebagai suatu alat yang dapat digu-

nakan untuk mencegah praktik-praktik 

korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Su-

dono (2010) menyatakan bahwa tindakan 

KKN terjadi bukan semata-mata disebab-

kan oleh rendahnya integritas dan moral, 

melainkan juga disebabkan oleh kegagalan 

administrasi pengelolaan keuangan negara 

yang berkaitan dengan metode pengelola-

an, akuntansi, dan pengawasan keuangan 

negara itu sendiri. 

Pengawasan internal merupakan salah satu 

bentuk pengawasan keuangan negara. 

Pengawasan internal dibutuhkan untuk 

mencapai tata kelola yang baik, sebab 

pengawasan internal merupakan fungsi ma-

najemen yang penting dalam penyeleng-

garaan pemerintahan. Berdasarkan Peratur-

an Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ten-

tang Sistem Pengendalian Intern Pemerin-

tah (SPIP) menyatakan bahwa pengawasan 

internal dalam lingkungan pemerintahan di-

lakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pe-

merintah (APIP). Adapun yang termasuk ke 

dalam APIP yaitu: (1) Badan Pengawas Ke-

uangan dan Pembangunan (BPKP); (2) Ins-

pektorat Jendaral (Irjen); (3) Inspektorat 

Provinsi; (4) Inspektorat Kabupaten/ Kota. 

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh 

APIP ialah audit, tinjauan (reviu), evaluasi, 

pemantauan, dan kegiatan pengawasan la-

innya. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 

2008 pengawasan yang dilakukan oleh 

APIP dalam hal audit ialah audit kinerja 

dan audit dengan tujuan tertentu. Untuk 

mencapai efektivitas peran APIP, maka di-

butuhkan kapabilitas yang memadai bagi 

APIP itu sendiri. Namun pada kenyataan-

nya kondisi APIP pada setiap lembaga/ 

kementerian/pemerintah memiliki kondisi 

yang berbeda-beda, baik dari kondisi ling-

kungan, sumber daya yang dimiliki maupun 

tata kelola yang diterapkan. Hal tersebut 

mengakibatkan kapabilitas yang dimiliki 

oleh APIP juga menjadi berbeda satu de-

ngan yang lain (beragam), maka diperlukan 

pola umum yang dapat mengembangkan 

kapabilitas APIP agar setiap APIP memiliki 

kesetaraan kapabilitas dan mencapai efekti-

vitas yang diharapkan. Pola yang diambil 

ialah metode IA-CM (Internal Audit Ca-

pability Model) yang membagi kapabilitas 

APIP menjadi lima level yaitu level 1 (initi-

al), level 2 (infrastructure), level 3 (inte-

grated), level 4 (managed), dan level 5 (op-

timizing) (BPKP, 2015).  

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPMJN) tahun 2015-2019 me-

nyatakan bahwa pada akhir tahun 2019 per-

lu dilakukan peningkatan pada SPIP dan 

kapabilitas APIP dengan target capaian ya-

itu untuk penerapan SPIP sebesar: (1) 80% 

untuk provinsi; (2) 70% untuk kota/kabu-

paten; (3) 85% untuk kementerian, agar 

masing-masing berada pada level 3 dan un-

tuk target capaian kapabilitas APIP ialah 

sebesar 85% APIP harus berada pada level 

3 (tiga). Namun, pada saat ini di Indonesia 

85% kapabilitas APIP masih berada pada 

level 1 (satu).  

Dari laporan hasil pengawasan semester 

BPKP Tahun 2015 menyatakan bahwa ma-

sih ada APIP di DIY yang kapabilitasnya 

berada pada level 2 dengan catatan perba-

ikan dan Inspektorat Kabupaten Sleman 

termasuk salah satu didalamnya. Hal terse-

but dapat diartikan bahwa pembangunan in-

frastruktur Kabupaten Sleman telah dilaku-

kan namun belum maksimal dan proses au-

dit telah dilaksanakan namun belum sela-

ras dengan standar audit. Dengan demikian 

penelitian  ini akan menilai kesesuaian pe-

laksanaan audit internal di Inspektorat Ka-

bupaten Sleman dengan standar audit yang 

berlaku. 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengeva-

luasi dan memperoleh penilaian atas kese-

suaian pelaksanaan audit internal di Inspek-

torat Kabupaten Sleman dengan standar au-

dit yang berlaku, menganalisis penyebab 



 
 

terjadinya ketidaksesuaian atas pelaksanaan 

audit internal yang dilakukan dan mengeta-

hui kendala-kendala yang mungkin terjadi, 

dan mengidentifikasi upaya-upaya pening-

katan kesesuaian pelaksanaan dengan stan-

dar audit yang telah dilakukan oleh Inspek-

torat Kabupaten Sleman, sehingga dengan 

demikian penelitian ini dapat memberikan 

informasi/masukan kepada para pembuat 

kebijakan agar dapat mengambil langkah-

langkah yang diperlukan sehingga mewu-

judkan peran APIP yang efektif. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Audit Internal 

Institute Internal of Auditors (IIA) me-

nyatakan audit internal ialah sebuah fungsi 

penilaian independen yang dibangun dalam 

suatu organisasi untuk memeriksa dan 

mengevaluasi aktivitas perusahaan sebagai 

suatu bentuk pelayanan kepada perusahaan 

(Moeller, 2009). Standar Audit Intern Pe-

merintah Indonesia (AAIPI, 2014) mende-

finisikan audit intern yang selanjutnya akan 

disebut sebagai audit internal sebagai kegi-

atan yang independen dan objektif dalam 

bentuk pemberian keyakinan dan konsulta-

si, yang dirancang untuk memberi nilai 

tambah dan meningkatkan operasional se-

buah organisasi. 

Tujuan dari audit internal ialah untuk mem-

bantu manajemen dalam memberikan tang-

gung jawab yang efektif kepada organisasi 

(Boynton, 2002). Peraturan Pemerintah No-

mor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengen-

dalian Intern Pemerintah pada pasal 50 

menyatakan bahwa audit yang dilakukan 

oleh APIP terdiri atas 2 jenis yaitu: (1) au-

dit kinerja; dan (2) audit dengan tujuan ter-

tentu 

Auditor Internal Sektor Publik 

Laporan keuangan pemerintah harus me-

nyediakan informasi yang memadai dan da-

pat dipakai oleh pengguna laporan keuang-

an untuk menilai akuntabilitas pemerin-

tahan dalam membuat keputusan ekonomi, 

sosial dan politik. Oleh karena itu, laporan 

keuangan pemerintah harus menyediakan 

informasi yang memadai dan dapat dipakai 

oleh pengguna laporan keuangan untuk 

menilai akuntabilitas pemerintahan dalam 

membuat keputusan ekonomi, sosial, dan 

politik. Maka untuk mencapai tata kelola 

yang baik dan pemerintahan yang bersih, 

dibutuhkan pengawasan intern (selanjutnya 

akan disebut pengawasan internal). Peng-

awasan internal ini dilakukan oleh APIP 

untuk memastikan akuntabilitas pemerin-

tah, salah satunya dengan diselenggarakan-

nya kegiatan audit internal. 

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 menya-

takan bahwa pelaksanaan audit internal di 

lingkungan instansi pemerintah dilakukan 

oleh pejabat yang mempunyai tugas melak-

sanakan pengawasan dan yang telah meme-

nuhi syarat kompetensi keahlian sebagai 

auditor, syarat kompetensi keahlian terse-

but dipenuhi dengan keikutsertaan dan ke-

lulusan program sertifikasi. PER/05/M. 

PAN/03/2008 mendefinisikan auditor seba-

gai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mem-

punyai Jabatan Fungsional Auditor (JFA), 

pihak lain yang diberi tugas, wewenang, 

tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh 

pejabat yang berwenang untuk melaksana-

kan kegiatan pengawasan pada instansi pe-

merintah untuk dan atas nama APIP. 

Instansi pemerintah yang dibentuk dengan 

tugas melakukan pengawasan internal di 

lingkungan pemerintah pusat dan/atau da-

erah ialah APIP (AAIPI, 2014). APIP me-

rupakan salah satu auditor internal di sektor 

pemerintah dan yang termasuk ke dalam 

APIP antara lain, sebagai berikut:  

1. Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) yang bertang-

gung jawab langsung kepada Presiden;  

2. Inspektorat Jendral (Itjen)/Inspektorat 

Utama (Ittama) yang bertanggung ja-

wab kepada Menteri/Lembaga Peme-

rintah Non-departemen (LPDN);  

3. Inspektorat Pemerintah Provinsi/Kabu-

paten/Kota yang masing-masing ber-

tanggung jawab kepada Gubernur/Bu-

pati/Walikota.  



 
 

Tujuan dari diselenggarakannya APIP ialah 

untuk memberikan keyakinan yang mem-

adai bahwa kegiatan pemerintahan telah di-

laksanakan sesuai dengan tolok ukur yang 

telah ditetapkan secara efektif dan efisien 

dalam mewujudkan tata kelola pemerintah-

an yang baik (AAIPI, 2014). Kegiatan audit 

internal yang dapat dilakukan oleh APIP 

menurut Standar Audit Intern Pemerintah 

Indonesia (SAIPI) antara lain, sebagai beri-

kut:  

1. Kegiatan penjaminan kualitas antara 

lain, sebagai berikut: 

a. Audit 

1) Audit keuangan, 

a. Audit keuangan yang mem-

berikan opini 

b. Audit terhadap aspek keu-

angan tertentu 

2) Audit kinerja, 

3) Audit dengan tujuan tertentu. 

b. Evaluasi 

c. Tinjauan (Reviu)  

d. Pemantauan (Monitoring) 

2. Kegiatan penjamin lainnya yang tidak 

memberikan jaminan kualitas, seperti 

konsultasi, sosialisasi, dan asistensi. 

APIP memiliki peranan yang strategis da-

lam mendorong peningkatan kualitas akun-

tabilitas keuangan negara/daerah, oleh se-

bab itu dibutuhkan kegiatan pengawasan 

yang berkulitas agar dapat mencapai peran-

an yang strategis. Untuk mendapatkan audit 

yang berkualitas maka diharapkan setiap 

auditor yang melakukan kegiatan audit me-

miliki kompetensi yang memadai sesuai tu-

gas dan tanggung jawabnya, auditor yang 

berkompeten ialah auditor yang melakukan 

audit secara objektif, cermat, dan seksama 

berdasarkan pengalaman dan pengetahuan-

nya (Anugerah dan Sony, 2014).  

Standar Audit 

Untuk membantu organisasi peme-rintahan 

dalam mencapai tujuannya maka dibutuh-

kan peranan APIP untuk menciptakan nilai 

tambah pada produk atau layanan instansi 

pemerintah, karena APIP merupakan salah 

satu unsur manajemen pemerintah yang da-

pat membantu terwujudnya tata kelola yang 

baik (good governance) dan pemerintahan 

yang bersih (clean government). Oleh ka-

rena itu, diperlukan suatu ukuran mutu 

yang dapat menyelaraskan kegiatan peng-

awasan dan penilaian organisasi sektor pu-

blik yakni dengan menyusun standar audit 

internal bagi pemerintah, agar siapapun au-

ditor yang melaksanakan kegiatan audit in-

ternal diharapkan dapat menghasilkan mutu 

hasil audit yang sama. 

Standar audit merupakan prinsip-prinsip 

dasar dan persyaratan yang diperlukan bagi 

auditor untuk menjamin mutu hasil audit 

dan konsistensi pelaksanaan audit serta 

menjadi kriteria atau ukuran mutu minimal 

untuk melakukan kegiatan audit yang wajib 

dipedomani oleh APIP(BPKP, 2009). Ke-

menterian Pendayagunaan Aparatur Ne-

gara dan Reformasi Birokrasi Republik In-

donesia (PAN&RB) telah menerbitkan Per-

menpan Nomor 5 Tahun 2008 (PER/05/M.-

PAN/03/2008) pada tanggal 31 Maret 2008 

tentang Standar Audit Aparat Pengawas In-

tern Pemerintah (SA-APIP). Namun, sesuai 

dengan PP No. 60 Tahun 2008 tentang 

SPIP yang menyatakan bahwa standar audit 

harus disusun oleh organisasi profesi audi-

tor maka Asosiasi Auditor Intern Pemerin-

tah Indonesia (AAIPI) menetapkan Standar 

Audit Intern Pemerintah Indonesia pada 

tanggal 24 April 2014. 

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia 

disusun untuk menjaga mutu hasil audit 

yang dilaksanakan oleh APIP dan menjadi 

bukti pelaksanaan amanat PP Nomor 60 ta-

hun 2008 Pasal 53 yang dilakukan oleh 

Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indo-

nesia (AAIPI). Standar ini disusun dengan 

mengacu pada pedoman yang telah ditetap-

kan oleh pemerintah dan disahkan dengan 

surat Keputusan Nomor: Kep-005/AAIPI/ 

DP/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik 

Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Stan-

dar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan 

Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern 

Pemerintah Indonesia pada tanggal 24 

April 2014. Standar inilah yang akan 

digunakan dalam penelitian untuk penilaian 



 
 

kesesuaian. SAIPI disusun dengan sistema-

tika sebagai berikut: 

1. Standar Atribut (Atribute Stamdards), 

terdiri dari: 

a. Prinsip-Prinsip Dasar 

1) Visi, misi, tujuan, kewenang-

an dan tanggung jawab APIP 

2) Independensi dan objektivitas 

3) Kepatuhan terhadap kode etik 

b. Standar Umum 

1) Kompetensi auditor 

2) Kompetensi dan kecermatan 

profesional 

3) Kewajiban auditor 

4) Program pengembangan dan 

penjamin kualitas 

2. Standar Pelaksanaan terdiri dari: 

a. Standar Pelaksanaan Audit Inter-

nal 

1) Mengelola kegiatan audit in-

ternal 

2) Sifat kerja kegiatan audit in-

ternal 

3) Perencanaan dan penugasan 

audit internal 

4) Penugasan audit internal 

b. Standar Komunikasi Audit Inter-

nal 

1) Komunikasi hasil penugasan 

audit internal 

2) Pemantauan tindak lanjut 

Tahapan Audit 

Tahapan audit merupakan tahap-tahap yang 

harus dilalui seorang auditor dalam melak-

sanakan tugas audit, setiap tahap mempu-

nyai tujuan dan manfaat tertentu untuk 

mencapai tujuan audit dan setiap jenis audit 

memiliki tahapan yang berbeda. Tahapan 

audit umum menurut Taylor dan Glezen 

(1997) dalam BPKP (2009) yang selanjut-

nya diadaptasi untuk audit operasional 

antara lain, sebagai berikut: 

1. Persiapan Audit: Survei Pendahuluan 

2. Evaluasi Sistem Pengendalian Manaje-

men 

3. Pengujian Substantif dan Pengembang-

an Temuan 

4. Pelaporan dan Tindak Lanjut 

Pada setiap tahap auditor dapat menentukan 

tujuan audit, penyusunan program kerja 

audit dan kertas kerja audit. Proses tersebut 

akan dilakukan pada tahap survei pen-

dahuluan, evaluasi SPM dan pengujian 

substantif. Pada tahap pengembangan te-

muan auditor banyak melaksanakan eva-

luasi terhadap bukti-bukti untuk meningkat-

kan kualitas temuan dan berkomunikasi de-

ngan auditi untuk meningkatkan objektivi-

tas temuan dan meningkatkan mutu reko-

mendasi. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan metode studi kasus. Me-

nurut Creswell (2009) Pendekatan kualitatif 

merupakan pendekatan yang digunakan 

pada penelitian yang bertujuan untuk me-

nyelidiki dan memahami pendapat individu 

maupun kelompok tentang suatu permasa-

lahan yang terjadi baik masalah sosial atau 

kemanusiaan. Penelitian studi kasus mnurut 

Yin (2014) bukan hanya menjawab 

pertanyaan penelitian tentang ‘apa’ objek 

yang diteliti, namun lebih menyeluruh dan 

komprehensif dengan ‘bagaimana’ dan 

‘mengapa’ kasus/fenomena itu bisa terjadi. 

Jenis Data 

Data penelitian yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini berupa data primer dan data 

sekunder.  

1. Data primer merupakan data yang di-

peroleh atau dikumpulkan langsung da-

ri objek penelitian melalui kuesioner 

dan wawancara. Kuesioner dan wa-

wancara akan dilakukan pada pihak-

pihak yang berhubungan langsung de-

ngan objek penelitian yakni inspektur 

pembantu, subbag keuangan dan pe-

rencanaan, pengendali teknis, ketua tim 

audit, dan anggota tim audit. Kuesioner 

yang akan dibagikan berdasar pada pe-

doman penilaian yang disediakan oleh 

AAIPI untuk menilai kesesuaian pelak-

sanaan dengan standar.  



 
 

2. Data sekunder merupakan 

data yang diperoleh dari dokumen atau 

arsip yang dimiliki oleh objek peneliti-

an yang akan membantu terjawabnya 

pertanyaan penelitian. Dokumen yang 

akan diperoleh ialah dokumen yang 

terkait dalam kegiatan audit antara lain 

dokumentasi penugasan, piagam audit, 

rencana strategis, PKPT (Program Ker-

ja Pemeriksaan Tahunan), PKA/PKP, 

KKA, LHP (Laporan Hasil Pemeriksa-

an), dan dokumen-dokumen pemerik-

saan lainnya. 

Metode Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif ini analisis data 

akan dimulai dengan menyiapkan seluruh  

data yang diperoleh, seperti dokumen 

terkait pelaksanaan audit pada objek pe-

nelitian, hasil kuesioner, dan hasil wa-

wancara dari para partisipan. Kuesioner 

yang telah diisikan oleh para partisipan a-

kan direkap dengan cara membandingkan 

tiap-tiap jawaban dengan hasil wawancara 

dan telaah dokumen. Selanjutnya, wawan-

cara akan ditranskrip dan hasil wawancara 

tersebut akan dianalisis dan kemudian akan 

dilakukan reduksi data menjadi suatu tema 

melalui proses pengkodean dan pering-

kasan untuk masing-masing kode yang se-

lanjutnya dijadikan tema.  

Hasil dari wawancara akan dicocokkan 

kembali dengan hasil kuesioner dan do-

kumen-dokumen terkait untuk memastikan 

bahwa hasil yang didapatkan itu benar dan 

dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, 

seluruh hasil yang diperoleh dicocokan de-

ngan pertanyaan penelitian untuk memas-

tikan bahwa hasil yang diperoleh menjawab 

seluruh pertanyaan penelitian, selanjutnya 

pada langkah terakhir seluruh hasil akan di-

paparkan dalam pembahasan dan disajikan 

dalam bentuk tabel dan deskripsi. 

Kesimpulan akhir merupakan hasil peme-

nuhan keseluruhan nilai rata-rata dalam se-

tiap kelompok standar. Pengelompokkan 

persentase kesesuaian dengan standar audit 

yang diatur dalam pedoman telaah sejawat 

mengacu pada Peraturan Menpan-RB No. 

28 Tahun 2012 tentang pedoman telaah 

sejawat. 

Tabel 3.1 Penilaian kesesuaian pelaksanaan 

audit dengan standar audit 

No. Simpulan Pemenuhan 

1. Sangat Baik 90 – 100% 

2. Baik 70 – 89% 

3. Cukup Baik 50 – 79% 

4. Kurang Baik 0 – 49% 

Sumber: Pedoman Telaah Sejawat (AAIPI, 

2014b) 

HASIL ANALISIS DAN DISKUSI 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner 

dan wawancara yang dilakukan kepada pa-

ra partisipan serta melakukan telaah doku-

men terkait pelaksanaan audit internal pada 

Inspektorat Kabupaten Sleman maka dila-

kukan penilaian atas hasil pengumpulan da-

ta tersebut dengan menggunakan pedoman 

telaah sejawat yang diterbitkan oleh AAIPI 

untuk menilai kesesuaian pelaksanaan audit 

internal di Inspektorat Kabupaten Sleman 

dengan standar audit. Penetapan jawaban 

kuesioner berdasar pada hasil pengumpulan 

jawaban kuesioner yang kemudian disesu-

aikan dengan hasil wawancara dan telaah 

dokumen sehingga memperoleh hasil yang 

dapat menggambarkan keadaan yang se-

sungguhnya.  

Penilaian Hasil Evaluasi Kesesuaian Pe-

laksanaan Audit Internal dengan Stan-

dar Audit Internal  

Berikut hasil perhitungan kesesuaian pe-

laksanaan audit internal di Inspektorat 

Kabupaten Sleman dengan Standar Audit 

Intern Pemerintah Indonesia 

Dari tabel berikut maka dapat disimpulkan 

bahwa kesesuaian pelaksanaan audit inter-

nal dengan standar audit di Inspektorat Ka-

bupaten Sleman mendapatkan predikat “cu-

kup baik” dengan nilai 66,145%. Hasil ter-

sebut mengindikasikan bahwa Inspektorat 

Kabupaten Sleman sudah cukup baik dalam 

melaksanakan kegiatan audit internal yang 

sesuai dengan standar, namun masih terda-



 
 

pat kekurangan yang cukup material dalam 

pemenuhannya. 

Tabel 4.1 Simpulan penilaian kesesuaian 

pelaksanaan audit dengan Stan-

dar Audit Intern Pemerintah In-

donesia (SAIPI) 

STANDAR 

Nilai Rata-Rata 

Standar 

Kelompok 

Prinsip-Prinsip Dasar 73,33% 

Standar Umum 48,75% 

Standar Pelaksanaan 

Audit Intern 
67,50% 

Standar Komunikasi 75,00% 

Rata-Rata 

Gabungan Seluruh 

Kelompok Standar 

(Predikat) 

66,145% 

 

Prinsip-Prinsip Dasar 

Dapat dilihat bahwa pemenuhan terhadap 

prinsip-prinsip dasar ialah sebesar 73,33% 

atau “baik”. Dari indikator Audit Charter 

(piagam audit) yaitu Visi, Misi, Tujuan, 

Kewenangan, dan Tanggung Jawab APIP 

menunjukkan bahwa seluruh kriteria yang 

ada telah terpenuhi atau pemenuhannya su-

dah 100% yaitu “sangat baik” yang berarti 

Inspektorat Kabupaten Sleman telah 

menetapkan piagam audit yang telah dise-

tujui dan ditandatangani oleh pemimpin 

APIP dan pemerintah daerah, serta inspek-

torat telah mensosialisaikan dan mereviu 

(meninjau) piagam audit tersebut. 

Pemenuhan untuk indikator independensi 

dan objektivitas adalah 80% atau “baik”, 

Inspektorat Kabupaten Sleman memiliki 

mekanisme pelaporan hasil pengawasan da-

ri pimpinan APIP kepada pimpinan peme-

rintah daerah, tidak ada pembatasan ruang 

lingkup dan akses pada saat melakukan 

audit, pemberian tugas kepada auditor juga 

telah memperhatikan penugasan sebelum-

nya sehingga auditor tidak mendapatkan 

penugasan yang dapat menimbulkan kon-

flik kepentingan, jika suatu saat terjadi pe-

nugasan yang demikian maka auditor akan 

melaporkannya kepada inspektur pembantu 

(irban). Dari tujuh kriteria terdapat satu kri-

teria yang tidak terpenuhi yaitu hasil pe-

nugasan dan simpulan berdasarkan dari ob-

servasi dan bukti yang faktual belum dapat 

terlaksana.  

Selanjutnya, untuk indikator kepatuhan 

terhadap kode etik memperoleh pemenuhan 

sebesar 40% atau “kurang baik”, terdapat 

kode etik pada Inspektorat Kabupaten 

Sleman dan telah disosialisasikan kepada 

auditor setiap apel sehingga telah meme-

nuhi dua kriteria standar yang ada, maka 

dari empat kriteria masih terdapat dua kri-

teria yang belum terpenuhi yaitu penerapan 

kode etik yang belum dipantau oleh APIP, 

dan hasil pemantauan kode etik menunjuk-

kan kepatuhan yang tinggi belum dapat ter-

lihat. 

Standar Umum 

Pemenuhan pelaksanaan audit dengan stan-

dar umum adalah 48,75% atau “kurang ba-

ik”. Untuk indikator pertama yakni kom-

petensi auditor pemenuhannya adalah 65% 

atau “cukup baik”, Inspektorat Kabupaten 

Sleman telah menetapkan kriteria kualifika-

si dan standar kompetensi untuk auditor, 

selain itu auditor juga mendapatkan ba-

nyak pelatihan untuk meningkatkan kom-

petensi auditor antara lain Pelatihan Kantor 

Sendiri (PKS) dan bimbingan teknis (bim-

tek), Inspektorat Kabupaten Sleman juga 

telah menugaskan tenaga ahli pendamping 

apabila keahlian auditor belum memadai. 

Dari enam kriteria masih terdapat dua kri-

teria yang belum terpenuhi yaitu kriteria 

kualifikasi auditor belum dievaluasi secara 

berkala dan auditor belum menjalankan 

fungsi sesuai perannya. 

Selanjutnya untuk indikator kompetensi 

dan kecermatan profesional mendapatkan 

tingkat pemenuhan 50% atau “cukup baik”, 

perencanaan penugasan di Inspektorat Ka-

bupaten Sleman telah mencakup tujuan, 

penentuan ruang lingkup, dan pemilihan 

metode pengujian. Pelaksanaan kegiatan 



 
 

audit juga telah didukung dengan peralatan 

yang memadai pada saat pelaksanaan audit, 

maka dari empat kriteria terdapat dua kri-

teria yang masih belum terpenuhi yaitu pe-

rencanaan penugasan audit yang belum se-

penuhnya mencakup penentuan signifikan 

atau tidaknya suatu risiko dan kertas kerja 

yang belum menggambarkan terlaksananya 

kecakapan profesional dalam melakukan 

penugasan. 

Indikator kewajiban auditor memiliki per-

sentase pemenuhan 55% atau “cukup baik”, 

auditor telah memiliki pengetahuan dan ak-

ses atas informasi teraktual dalam standar, 

metodologi, prosedur, dan teknik dalam ke-

giatan audit internal, auditor juga telah di-

ikutkan dalam pelatihan, seminar, dan PKS 

namun tidak dalam semua pelatihan (di-

ikutkan secara bergantian), selain itu Ins-

pektorat Kabupaten Sleman juga telah 

mengadakan pelatihan Teknologi Informasi 

(TI). Dari delapan kriteria ada empat kri-

teria yang belum terpenuhi yaitu kinerja au-

ditor yang belum direviu secara berkala, 

auditor belum mengikuti keanggotaan aso-

siasi profesi, auditor belum ikut berpartisi-

pasi dalam proyek penelitian yang memiliki 

substansi dibidang pengawasan, dan belum 

ada pelatihan kecakapan untuk mengidenti-

fikasi kecurangan.  

Indikator terakhir yaitu program penge-

mbangan dan penjamin kualitas tingkat 

pemenuhannya adalah 25% atau “kurang 

baik”, telah dilakukan penilaian secara eks-

ternal terhadap kegiatan audit internal di 

Inspektorat Kabupaten Sleman, maka dari 

empat kriteria masih terdapat tiga kriteria 

yang belum terpenuhi yaitu melakukan pe-

nilaian internal dan eksternal (dalam hal te-

laah sejawat) terhadap semua aspek kegi-

atan audit internal serta pelaksanaan reviu 

berjenjang yang belum dilaksanakan dan 

didokumentasikan. 

Standar Pelaksanaan Audit Intern 

Pemenuhan atas standar pelaksanaan audit 

internal secara keseluruhan adalah 67,5% 

atau “baik”. Pada indikator mengelola kegi-

atan audit internal pemenuhannya adalah 

sebesar 70% atau “baik”, Inspektorat Kabu-

paten Sleman telah memiliki Rencana Stra-

tegis (RENSTRA) lima tahunan, pimpinan 

APIP juga telah mengkomunikasikan jika 

terjadi keterbatasan sumber daya dan 

mengkomunikasikan rencana kegiatan audit 

tahunan dengan hasilnya kepada auditor 

eksternal atau auditor lainnya. Kebijakan 

dan prosedur audit telah dikomunikasikan 

kepada para auditor, kegiatan audit yang di-

rencanakan juga untuk memastikan ter-

cakupnya audit secara keseluruhan. Ins-

pektorat Kabupaten Sleman telah memiliki 

mekanisme tindak lanjut pengaduan dari 

masyarakat dan telah dilaksanakan sesuai 

mekanisme yang ada. Dari 10 (sepuluh) 

kriteria terdapat dua kriteria yang belum 

terpenuhi yaitu PKPT belum berbasis risiko 

dan belum terdapat perencanaan sumber 

daya manusia dan keuangan serta belum 

dibuatnya laporan dalam bentuk Ikhtisar 

Hasil Pengawasan Semesteran.  

Indikator sifat kerja kegiatan audit internal 

memiliki pemenuhan 50% atau “cukup 

baik”, auditor di Inspektorat Kabupaten 

Sleman telah melakukan evaluasi atas SPIP 

pada organisasi auditi dan telah mendapat-

kan hasil pelaksanaan evaluasi atas akunta-

bilitas dan kinerja manajemen auditi. Dari 

empat kriteria masih terdapat dua kriteria 

yang belum terpenuhi yaitu auditor belum 

melakukan evaluasi atas etika dan nilai da-

lam organisasi auditi dan belum melakukan 

analisa atas dokumentasi manajemen risiko 

yang dilakukan oleh auditi.  

Indikator perencanaan penugasan audit 

internal menunjukkan bahwa keseluruhan 

program kerja penugasan telah sesuai de-

ngan standar sehingga memperoleh tingkat 

pemenuhan 100% atau “sangat baik”. 

Inspektorat Kabupaten Sleman telah memi-

liki rencana penugasan audit internal yang 

berisi sasaran, ruang lingkup, metodologi, 

dan alokasi sumber daya, termasuk rencana 

evaluasi SPIP. PKP yang dibuat juga telah 

mencakup prosedur untuk mengidentifikasi, 

menganalisis, mengevaluasi, dan mendoku-

mentasikan informasi selama penugasan, 



 
 

PKP yang dibuat telah disetujui oleh peng-

endali teknis dan jika terjadi perubahan da-

lam pelaksanaannya maka harus dilaporkan 

dan mendapat persetujuan dari pengendali 

teknis tersebut. 

Indikator terakhir yaitu penugasan audit 

internal memiliki tingkat pemenuhan 50% 

atau “cukup baik”, kertas kerja tim audit te-

lah mencakup semua informasi yang re-

levan untuk mencapai tujuan penugasan ka-

rena kertas kerja yang dibuat harus men-

jawab seluruh pertanyaan/tahap yang ada di 

PKP sehingga simpulan dan hasil penugas-

an dapat dihasilkan dari analisis dan eva-

luasi yang tepat, dari enam kriteria masih 

terdapat empat kriteria yang tidak terpenuhi 

yaitu kertas kerja penugasan belum direviu 

berjenjang, auditor internal belum disuper-

visi secara memadai, kertas kerja penugas-

an tidak memiliki tempat penyimpanan dan 

prosedur penyimpanan. 

Standar Komunikasi 

Dapat dilihat bahwa pemenuhan terhadap 

standar komunikasi audit secara keseluruh-

an sebesar 75% atau “baik”. Tingkat 

kesesuaian indikator komunikasi hasil pe-

nugasan audit internal sebesar 50% atau 

“cukup baik”, laporan hasil penugasan au-

dit yang dibuat oleh auditor berisikan pen-

dapat atau simpulan hasil penugasan yang 

juga mengungkapkan kinerja hasil penu-

gasan audit, jika terjadi kesalahan dalam la-

poran yang telah disampaikan maka akan 

dilakukan perbaikan dan hasil dari koreksi 

laporan tersebut akan dikirimkan kembali 

kepada pihak-pihak yang terkait. Maka dari 

tujuh kriteria masih terdapat tiga kriteria 

yang belum terpenuhi yaitu laporan hasil 

penugasan belum diselesaikan tepat waktu, 

belum seluruhnya lengkap dan akurat, serta 

belum ada pernyataan dilaksanakan sesuai 

dengan standar.  

Indikator pemantauan tindak lanjut me-

miliki persentase pemenuhan 100% atau 

“sangat baik” dengan demikian keseluruhan 

pelaksanaan tindak lanjut sudah sesuai de-

ngan standar audit yaitu APIP telah memili-

ki prosedur pemantauan tindak lanjut dan 

pelaksanaannya telah sesuai dengan pro-

sedur. Selanjutnya, jika auditi menindak-

lanjuti dengan cara yang berlainan auditor 

dapat menyetujuinya namun, harus ada ko-

munikasi terlebih dahulu dari auditi kepada 

auditor agar auditor dapat mengevaluasi 

apakah cara tersebut efektif dan telah 

mengatasi temuan, auditi juga harus memi-

liki alasan yang kuat mengenai usulan per-

baikan yang diajukan. 

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Keti-

daksesuaian Pelaksanaan Audit Internal 

dengan Standar Audit 

1. Jadwal penugasan yang padat 

Tahun 2016 Inspektorat Kabupaten Sleman 

menetapkan PKPT untuk pemeriksaan 

reguler pada 60 objek pemeriksaan selama 

10 bulan dengan total LHP 60 buah, hal 

tersebut belum termasuk pemeriksaan de-

ngan tujuan tertentu, reviu laporan ke-

uangan, reviu RKA, pengadaan barang dan 

kegiatan pengawasan lainnya. Objek peme-

riksaan Inspektorat Kabupaten Sleman di-

bagi menjadi 48 bagian yang terdiri dari ke-

camatan, kantor pemerintahan, perpustaka-

an, sekolah, dinas, dan RSUD. Jika dianta-

ranya dijabarkan maka kurang lebih ter-

dapat 17 kecamatan, 24 puskesmas dan ada 

sekitar 500 sekolah di Kabupaten Sleman 

yang harus diawasi oleh inspektorat, de-

ngan personil auditor yang hanya berjum-

lah 26 orang tentu akan menyulitkan Ins-

pektorat Kabupaten Sleman untuk menye-

lesaikan setiap tugas yang diterimanya. 

Banyaknya jumlah objek pemeriksaan yang 

harus diperiksa menyebabkan surat tugas 

yang diterbitkan banyak dan jadwal yang 

dibuat menjadi tumpang tindih. Banyaknya 

surat tugas yang dilimpahkan kepada setiap 

auditor tentu akan menyebabkan para 

auditor tidak dapat bekerja dengan maks-

imal, dari wawancara yang dilakukan de-

ngan partisipan diketahui bahwa setiap bu-

lan seorang auditor dapat mendapatkan 5-6 

(lima sampai enam) surat tugas dan se-

ringkali jadwal pemeriksaan di suatu objek 



 
 

pemeriksaan akan sama dengan objek pe-

meriksaan yang lain, hal itu tentu akan me-

nyulitkan auditor dalam melaksanakan pe-

meriksaan dan membuat pelaporan. Hal 

tersebutlah yang dapat menyebabkan pe-

nyampaian LHP di Inspektorat Kabupaten 

Sleman menjadi terlambat, keterlambatan 

penyampaian LHP menyebabkan informasi 

yang disajikan menjadi tidak relevan dan 

akurat, karena waktu dari pemeriksaan 

sampai ke pelaporan yang cukup lama. 

Padatnya jadwal kegiatan audit tersebut 

juga menyebabkan kegiatan untuk saling 

mengawasi menjadi berkurang. Setiap au-

ditor dituntut untuk menyelesaikan kegiatan 

auditnya sehingga kegiatan untuk mereviu 

kertas kerja dan kinerja auditor lainnya 

serta melakukan supervisi pada auditor ti-

dak dapat dilaksanakan karena setiap au-

ditor sudah dibebankan dengan kegiatan 

audit dan pengendali teknis yang bertugas 

untuk mengawasi kinerja auditor juga ikut 

melakukan pemeriksaan sehingga penga-

wasan tidak dapat dilakukan secara mak-

simal.  

2. Kemampuan objek pemeriksaan ber-

beda 

Salah satu kendala auditor dalam me-

laksanakan kegiatan auditnya bukan hanya 

disebabkan oleh sulitnya koordinasi dalam 

membagi waktu untuk melakukan peme-

riksaan, namun juga berasal dari objek 

yang diperiksa. Dari pernyataan beberapa 

partisipan diketahui bahwa ketika melak-

sanakan pemeriksaan masih banyak objek 

pemeriksaan yang masih kurang kompeten-

sinya sehingga belum siap untuk diperiksa. 

Ketidaktahuan objek pemeriksaan tentang 

pentingnya suatu pencatatan menyebabkan 

jadwal pemeriksaan digunakan juga untuk 

pembinaan, hal seperti inilah yang juga 

membuat keterlambatan laporan hasil pe-

nugasan audit, selain itu masih adanya ob-

rik yang tidak responsif menyebabkan ke-

sulitan pada auditor dalam pengumpulan 

data. 

3. Kurangnya personil dan kemampuan 

auditor masih kurang 

Salah satu penyebab banyaknya surat tugas 

yang diterbitkan selain banyaknya objek 

yang harus diperiksa ialah kurangnya per-

sonil dalam melaksanakan kegiatan audit 

tersebut, kekurangan personil menye-

babkan beban tugas untuk setiap auditor di 

Inspektorat Kabupaten Sleman menjadi 

berlebihan, beban tugas yang terlalu berat 

tentu tidak akan menghasilkan hasil yang 

maksimal untuk setiap tugas yang ada. 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, 

bahwa auditor di Inspektorat Kabupaten 

Sleman banyak yang memiliki sertifikasi 

jabatan sebagai ketua tim dan pengendali 

teknis, sehingga dalam pelaksanaan audit-

nya banyak ketua tim yang menjadi ang-

gota tim, dan pengendali teknis menjadi 

ketua tim. 

Kekurangan anggota tim ini menyebabkan 

auditor yang ada di Inspektorat Kabupaten 

Sleman tidak dapat menjalankan peran se-

suai dengan sertifikasinya. Selain itu, ke-

mampuan yang dimiliki oleh auditor dalam 

melaksanakan tugasnya dirasa masih ku-

rang atau belum memadai hal ini terlihat 

dari masih banyak anggota tim yang lama 

dalam mengerjakan tugasnya. Hal tersebut 

tentu dapat menyebabkan hasil penugasan 

dan simpulan yang diberikan tidak berda-

sarkan hasil analisis atau observasi yang 

baik, perbedaan latar belakang pendidikan 

juga dapat mengindikasikan bahwa kom-

petensi yang dimiliki auditor masih kurang, 

kompetensi yang kurang ini akan mem-

pengaruhi kinerja auditor dalam melaksana-

kan auditnya sehingga membuat hasil akhir 

dari setiap tim berbeda dan dapat menye-

babkan banyak terjadinya human error da-

lam pembuatan laporan.  

4. Fasilitas belum memadai 

Dalam menjalankan tugas auditnya, auditor 

harus didukung dengan peralatan yang 

memadai agar dapat menghasilkan laporan 

penugasan audit yang dapat mencerminkan 

keadaan organisasi auditi yang sebenarnya. 



 
 

Pada Inspektorat Kabupaten Sleman telah 

diperoleh beberapa kendala secara opera-

sional yaitu kurangnya kendaraan dan be-

lum disediakannya teknologi informasi 

untuk auditor. Kurangnya kendaraan akan 

mengganggu jalannya pengawasan meng-

ingat Kabupaten Sleman memiliki daerah 

jangkauan yang cukup luas, karena di Ta-

hun 2016 ini banyak surat tugas yang di-

keluarkan berarti akan ada banyak peme-

riksaan yang akan dilakukan oleh auditor 

sehingga kekurangan kendaraan ini juga 

dapat menjadi salah satu faktor kegiatan 

audit belum berjalan dengan optimal. Se-

lain itu, selama ini penyimpanan KKA 

dilimpahkan kepada setiap auditor yang 

menjalankan kegiatan audit untuk menyim-

pannya sendiri dan/atau diberikan kepada 

ketua tim, tempat penyimpanan untuk KKA 

belum tersedia/memadai dan belum ada 

standar atau kebijakan yang mengatur ten-

tang penyimpanan KKA. 

Belum adanya standar dan kebijakan yang 

mengatur tentang penyimpanan KKA serta 

belum memadainya tempat penyimpanan 

KKA menyebabkan hal-hal seperti tidak 

mengumpulkan KKA dan tidak mem-

peroleh bukti yang memadai terjadi. Hal 

tersebut mengakibatkan informasi yang te-

lah dikumpulkan tidak andal dan LHP yang 

dihasilkan belum didasari pada evaluasi 

dan analisis informasi yang tepat. Selain itu 

apabila KKA dibiarkan untuk tidak di-

kumpulkan maka hal ini dapat mencer-

minkan bahwa auditor di Inspektorat Kabu-

paten Sleman belum memiliki kecakapan 

profesional. 

5. Kurangnya pengawasan APIP terhadap 

pelaksanaan audit.  

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan 

sebagai ketidaksesuaian maka kurangnya 

pengawasan APIP terhadap pelaksanaan 

audit menjadi salah satu penyebab ter-

jadinya ketidaksesuaian tersebut. Hal ini 

tercermin dari belum adanya penilaian baik 

secara internal maupun eksternal (telaah 

sejawat) atas kegiatan audit yang dilak-

sanakan di Inspektorat Kabupaten Sleman 

maka dapat disimpulkan bahwa APIP be-

lum merancang dan mengembangkan pro-

gram penjaminan kualitas. Penilaian ter-

sebut berguna untuk membantu Inspek-

torat Kabupaten Sleman dalam memper-

baiki kegiatan auditnya mulai dar peren-

canaan, pelaksanaan, pelaporan hingga tin-

dak lanjut sehingga setiap kegiatan audit 

yang dilakukan dapat mencapai tujuan 

audit dan tujuan dari pengawasan itu 

sendiri. 

Kurangnya pengawasan APIP dalam pe-

laksanaan audit menyebabkan perencanaan 

tahunan dan perencanaan penugasan yang 

dibuat belum berbasis risiko. APIP juga 

belum memberikan pelatihan kepada au-

ditornya secara merata dan memadai, hal 

tersebut didukung dengan belum adanya 

pelatihan untuk identifikasi kecurangan dan 

pelatihan yang diadakan tidak diikuti oleh 

setiap auditor secara keseluruhan. Auditor 

juga belum melakukan evaluasi terhadap 

nilai, etika, dan manajemen risiko pada or-

ganisasi auditi. Selain itu, APIP belum me-

ngawasi kinerja setiap auditornya secara 

aktif dan belum memenuhi kewajiban pe-

laporan kepada pimpinan pemerintah dae-

rah, hal ini tercermin dari tidak adanya pe-

mantauan penerapan kode etik yang dilaku-

kan oleh para auditor dan belum dibuatnya 

laporan evaluasi penerapan kode etik dan 

laporan hasil pengawasan semesteran. 

Upaya Perbaikan yang Telah Dilakukan 

Inspektorat Kabupaten Sleman 

Inspektorat Kabupaten Sleman juga telah 

melakukan beberapa upaya perbaikan agar 

kegiatan audit dapat berjalan dengan lancar 

dan semakin sesuai dengan standar, upaya 

perbaikan yang dilakukan oleh Inspektorat 

Kabupaten Sleman antara lain, sebagai be-

rikut: 

1. Perbaikan Perencanaan Audit 

Inspektorat Kabupaten Sleman me-

nyadari bahwa tahun 2016 perencanaan ke-

giatan audit sangat membebani auditor oleh 

karena itu telah dilakukan perbaikan pada 

perencanaan dengan mengurangi jumlah 



 
 

objek pemeriksaan. Selain itu, objek yang 

diperiksa akan mulai merata, karena sebe-

lumnya menurut partisipan obrik yang di-

periksa hanya berupa hafalan (hanya obrik 

itu saja yang selalu diperiksa) sedangkan 

masih banyak obrik yang belum pernah di-

periksa. Atas masukkan dari para auditor 

PKPT untuk tahun 2017 sudah mulai mera-

takan objek pemeriksaannya. 

Dengan demikian PKPT Inspektorat Ka-

bupaten Sleman untuk tahun 2017 sudah 

mengalami perbaikan yakni dengan meng-

urangi jumlah objek pemeriksaan dan objek 

yang diperiksa sudah mulai merata, namun 

analisis risiko yang dibuat untuk tahun 

2017 belum berubah atau sama dengan 

tahun 2016.  

2. Membina Objek Pemeriksaan 

Kendala-kendala yang sering dijum-

pai Inspektorat Kabupaten Sleman dalam 

menjalankan kegiatan audit akan segera di-

perbaiki termasuk kesulitan dalam meminta 

data kepada objek pemeriksaan dan melihat 

kompetensi untuk setiap objek pemeriksaan 

berbeda, oleh karena itu inspektorat mela-

kukan pembinaan kepada objek pemerik-

saan yang mengalami kesalahan dalam me-

nyampaikan laporannya dan mendorong 

objek pemeriksaan untuk semakin lebih ba-

ik lagi dalam menyampaikan laporannya. 

3. Memberikan Pelatihan Auditor 

Kurangnya kompetensi auditor dan ti-

dak samanya kemampuan yang dimiliki se-

tiap auditor, membuat Inspektorat Kabupa-

ten Sleman mengadakan berbagai macam 

pelatihan guna meningkatkan kompetensi 

auditor, pelatihan yang diberikan antara la-

in diklat, bimtek, workshop, seminar, loka-

karya, dan PKS. 

Beberapa pelatihan yang diberikan kepada 

auditor dilakukan secara bergantian/ ber-

gilir (tidak semua auditor dikirim atau 

diikutsertakan), hanya PKS yang secara 

bersama diikuti oleh seluruh auditor di Ins-

pektorat Kabupaten Sleman. Dari setiap pe-

latihan yang diikuti oleh setiap auditor Ins-

pektorat Kabupaten Sleman diharapkan a-

gar setiap auditor dapat memiliki kemam-

puan yang sama dan kompetensi yang me-

madai sehingga mempermudah dalam pe-

nugasan dan pada saat pembagian tim audit 

karena tidak perlu mempertimbangkan ke-

mampuan yang dimiliki oleh setiap auditor. 

4. Penambahan Jumlah Auditor 

Kurangnya personil dalam kegiatan 

audit adalah permasalahan yang sudah di-

upayakan oleh APIP. Penambahan personil 

di Inspektorat Kabupaten Sleman tidak se-

perti perekrutan personil di sektor privat, 

perekrutan atau penambahan personil di 

sektor publik khususnya auditor memiliki 

kebijakan tersendiri, selain itu standar audit 

menyatakan bahwa keterbatasan sumber 

daya tidak dapat dijadikan alasan bagi pe-

mimpin APIP untuk tidak memenuhi stan-

dar. Oleh karena itu, jika terdapat keter-

batasan pemimpin APIP harus melakukan 

skala prioritas kegiatan audit internal yang 

memiliki risiko besar dan harus diselesai-

kan pada waktu tertentu, maka PKPT yang 

dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Sleman 

harus sudah berbasis risiko guna menang-

ani permasalahan keterbatasan sumber da-

ya. 

KESIMPULAN 

1. Kesesuaian pelaksanaan audit internal 

pada Inspektorat Kabupaten Sleman 

dengan standar audit yang berlaku 

(SAIPI) secara keseluruhan yang ter-

diri dari prinsip-prinsip dasar, standar 

umum, standar pelaksanaan audit in-

ternal, dan standar komunikasi mem-

peroleh pemenuhan kesesuaian sebesar 

66,145% atau “cukup baik” perhi-

tungan evaluasi ini dengan cara meng-

gunakan alat analisis Standar Audit 

dan pedoman Telaah Sejawat yang di-

tetapkan oleh AAIPI, dan rincian un-

tuk masing-masing standar ialah seba-

gai berikut: 

a. Pelaksanaan prinsip dasar ialah “ba-

ik”, dengan pemenuhan kesesuaian 

terhadap standar sebesar 73,33%. 

Hal-hal yang belum sesuai dengan 

standar ialah hasil penugasan dan 

simpulan yang belum berdasarkan 

observsai dan bukti yang faktual, 

dan belum adanya pemantauan ko-

de etik. 



 
 

b. Pelaksanaan standar umum ialah 

“kurang baik”, dengan pemenuhan 

kesesuaian terhadap standar sebesar 

48,75%. Ketidaksesuaian dalam 

standar umum ialah kriteria kuali-

fikasi auditor belum dievaluasi se-

cara berkala, auditor belum melak-

sanakan tugas sesuai dengan peran-

nya, perencanaan penugasan belum 

mencakup signifikan tidaknya risi-

ko yang diidentifikasi, kertas kerja 

yang belum menggambarkan kecer-

matan profesional, kinerja auditor 

yang belum direviu secara berkala, 

auditor belum mengikuti keanggo-

taan asosiasi profesi dan belum 

mengikuti proyek penelitian dibi-

dang pengawasan serta belum ada 

pelatihan kecakapan untuk mengi-

dentifikasi kecurangan. Selain itu, 

belum ada penilaian internal dan 

eksternal (dalam hal telaah sejawat) 

terhadap semua aspek kegiatan au-

dit internal, dan reviu berjenjang 

yang belum dilaksanakan dan di-

dokumentasikan. 

c. Pelaksanaan standar pelaksanaan 

audit internal “cukup baik”, dengan 

pemenuhan kesesuaian terhadap 

standar sebesar 67,5%. Ketidakse-

suaian dengan standar ialah PKPT 

yang belum sepenuhnya berbasis ri-

siko dan belum terdapat perencana-

an sumber daya dan keuangan dida-

lamnya, belum adanya laporan Ikh-

tisar Hasil Pengawasan Semesteran, 

belum dilakukan evaluasi etika dan 

nilai pada organisasi auditi, belum 

dilakukan analisa atas dokumentasi 

manajemen risiko yang dilakukan 

oleh auditi, kertas kerja belum dire-

viu secara berjenjang, auditor be-

lum disupervisi secara memadai, 

dan kertas kerja belum memiliki 

prosedur penyimpanan serta tempat 

penyimpanan yang memadai. 

d. Pelaksanaan standar komunikasi 

“baik”, dengan pemenuhan kesesu-

aian terhadap standar sebesar 75%. 

Hal-hal yang menyebabkan keti-

daksesuaian adalah laporan hasil 

penugasan belum diselesaikan tepat 

waktu dan belum seluruhnya leng-

kap dan akurat, serta belum ada 

pernyataan “dilaksanakan sesuai 

dengan standar”. 

2. Ketidaksesuaian pelaksanaan audit di 

Inspektorat Kabupaten Sleman dengan 

standar audit tersebut disebabkan oleh 

kendala-kendala yang terjadi dalam pe-

laksanaan antara lain ialah jadwal pe-

nugasan yang padat, kemampuan objek 

pemeriksaan berbeda, kurangnya per-

sonil dan kemampuan auditor masih 

kurang, fasilitas yang belum memadai, 

dan kurangnya pengawasan APIP ter-

hadap pelaksanaan audit. 

3. Upaya yang telah dilakukan oleh Ins-

pektorat Kabupaten Sleman untuk me-

ningatkan kesesuaian pelaksanaan au-

dit dengan standar audit ialah dengan 

melakukan perbaikan perencanaan au-

dit yaitu dengan mengurangi jumlah 

pemeriksaan dan pemeriksaan yang di-

lakukan mulai merata, melakukan 

pembinaan pada objek pemeriksaan, 

meningkatkan kompetensi auditor de-

ngan melakukan pelatihan-pelatihan, 

dan mengupayakan penambahan jum-

lah auditor. 

REKOMENDASI 

1. Pimpinan APIP harus dapat memas-

tikan bahwa piagam audit telah diim-

plementasikan pada setiap perencanaan 

dan pelaksaanan pengawasan agar tu-

juan dari pengawasan itu sendiri dapat 

tercapai, salah satunya dengan mem-

buat perencanaan yang berbasis risiko. 

Kemudian melakukan pemantauan pe-

nerapan kode etik dan melakukan eva-

luasi kepatuhan auditor terhadap kode 

etik. 

2. Melakukan evaluasi atas kriteria kua-

lifikasi auditor dan mengikutsertakan 

seluruh auditor dalam pelatihan pro-

fesional berkelanjutan dan meng-

ikutsertakan auditor menjadi anggota 

asosiasi profesi. Pemimpin APIP harus 

mampu menempatkan auditor sesuai 



 
 

dengan kemampuan dan bidang keah-

lian auditor. Selain itu, APIP  harus 

melakukan supervisi dan mereviu ki-

nerja auditor secara berkala serta men-

dokumentasikannya. APIP juga harus 

melakukan penilaian kinerja atas kegi-

atan audit yang dilakukan oleh Ins-

pektorat Kabupaten Sleman baik peni-

laian secara internal maupun eksternal. 

3. Membuat PKPT yang berbasis risiko 

dan skala prioritas dalam kegiatan au-

dit untuk mengatasi kekurangan sum-

ber daya serta membuat laporan kinerja 

per enam bulan untuk melaporkan rea-

lisasi kinerja yang telah dilakukan. Se-

lain itu, saat melaksanakan kegiatan 

audit auditor juga harus mulai mela-

kukan evaluasi terhadap etika, nilai, 

dan manajemen risiko auditi agar dapat 

memberikan rekomendasi yang dapat 

meningkatkan proses tata kelola pada 

organisasi auditi. Melakukan supervisi 

kepada auditor secara aktif, mereviu 

kertas kerja secara berjenjang dan me-

nyediakan tempat penyimpanan serta 

menyusun SOP untuk penyimpanan 

kertas kerja audit. 

4. Menuliskan pernyataan bahwa kegiat-

an audit telah “dilaksanakan sesuai de-

ngan standar” dalam simpulan dan re-

komendasi pada LHP. 

KETERBATASAN  

Keterbatasan dalam penelitian ini 

ialah peneliti tidak dapat mengikuti proses 

audit, tindak lanjut, dan mekanisme peng-

aduan masyarakat secara langsung. Pene-

litian ini juga tidak dapat mengakses do-

kumen seperti kertas kerja audit, program 

kerja pemeriksaan, dan rencana penugasan 

audit. Penelitian ini tidak melakukan obser-

vasi secara langsung dalam pengumpulan 

data dan penelitian ini hanya menilai kese-

suaian pelaksanaan audit di Inspektorat Ka-

bupaten Sleman sebagai salah satu daerah 

yang level kapabilitasnya masih berada pa-

da level 2 (dua) dengan catatan. 
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